
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
31 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi perekonomian dan
kemampuan masyarakat dalam membayar pajalc bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan akibat dampak
inflasi dan penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka
perlu perpanjangan kebijakan Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun
2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajalc
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Kotawaringin Timur;

pertimbangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten tang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5950);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Daiam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020

tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak

Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 277);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 261);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 251);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 242);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);
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Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 31

TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN

KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati

Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten

kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 31) diubah,

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan

penghapusan sanksi administrasi kepada WP di

Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penghapusan sanksi administrasi berupa

penghapusan denda seluruh piutang PBB-P2;

b. penghapusan sanksi administrasi berupa

penghapusan denda PBB-P2 sebesar 100% berlaku

mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30

Juni 2023 dan sebesar 50% berlaku mulai tanggal 1

Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023; dan

c. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud pada huruf a, tidak menghilangkan

kewajiban pembayaran pajak yang terutang.

(3) Penghapusan sanksi administrasi dilakukan oleh

Bapenda untuk setiap NOP yang melakukaii

pembayaran sebagaimana ketentuan ayat (2) huruf b.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal Desember 2022
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Diundangkan di Sampit
pada tanggal iSs Desember 2022
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BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022
NOMOR JC


